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ABSTRAK 

 

Ketentuan presidential threshold sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan norma hukum 

yang mensyaratkan ambang batas minimal perolehan kursi di DPR atau suara sah 

nasional bagi partai politik atau gabungan partai untuk mengajukan pasangan calon 

presiden dan wakil presiden. Ketentuan ini tidak memiliki dasar eksplisit dalam Pasal 

6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang 

secara normatif memberikan hak kepada partai politik peserta pemilu untuk 

mengusulkan pasangan calon tanpa mencantumkan ketentuan ambang batas. 

Ketidaksesuaian antara norma undang-undang dan norma konstitusi tersebut menjadi 

objek pengujian Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 

menyatakan bahwa ketentuan Pasal 222 tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan 

karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif sistem pencalonan 

presiden di Indonesia pasca-penghapusan ambang batas pencalonan tersebut, serta 

membandingkan sistem hukum pemilu sebelum dan sesudah putusan Mahkamah 

Konstitusi tersebut diberlakukan. Metode yang digunakan adalah pendekatan 

normatif, dengan menggunakan pisau analisis berupa teori demokrasi, teori pemilu, 

serta teori presidential threshold. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan presidential threshold melalui 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 merupakan bentuk 

penyesuaian norma hukum terhadap prinsip dasar konstitusi. Sebelum putusan, 

ketentuan dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 membatasi hak 

partai politik dalam mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden melalui 

syarat ambang batas tertentu, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian dengan Pasal 

6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan tersebut juga tidak sejalan dengan 

prinsip kesetaraan dalam hukum pemilu, karena hanya memberi akses pencalonan 

kepada partai besar atau gabungan partai tertentu, sehingga menyisihkan partai 

lainnya dari hak konstitusionalnya. 

Setelah diberlakukannya putusan MK, sistem hukum pencalonan presiden mengalami 

perubahan penting menuju konfigurasi yang lebih terbuka dan setara secara yuridis. 

Ketiadaan presidential threshold menjamin akses yang adil bagi seluruh partai politik 

peserta pemilu tanpa diskriminasi, memperkuat kepastian hukum serta keharmonisan 

antara norma undang-undang dan norma konstitusi. Perubahan ini menegaskan 

penguatan prinsip demokrasi yang menjunjung keterbukaan dan kesetaraan dalam 

sistem pencalonan, dan menjadi landasan normatif bagi praktik pemilu yang lebih 

sesuai dengan asas-asas negara hukum dan kedaulatan rakyat. 

Kata Kunci: Presidential threshold, Pemilu, Sistem Presidensia 
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ABSTRACT 

 

The provision of the presidential threshold as stipulated in Article 222 of Law Number 

7 of 2017 concerning General Elections constitutes a legal norm that requires political 

parties or coalitions to meet a minimum threshold of seats in the House of 

Representatives (DPR) or a certain percentage of valid national votes in order to 

nominate presidential and vice-presidential candidate pairs. This requirement lacks an 

explicit legal basis in Article 6A paragraph (2) of the 1945 Constitution of the 

Republic of Indonesia, which normatively grants political parties the right to nominate 

candidates without specifying any electoral threshold. The normative inconsistency 

between the statutory provision and the constitutional norm became the subject of 

constitutional review, and the Constitutional Court, in Decision Number 62/PUU-

XXII/2024, declared that Article 222 contradicts the 1945 Constitution and is 

therefore no longer legally binding. 

This study aims to normatively analyze the presidential nomination system in 

Indonesia following the annulment of the threshold requirement, as well as to compare 

the legal framework governing elections before and after the Constitutional Court’s 

ruling. The research employs a normative legal approach, using analytical tools 

derived from democratic theory, electoral theory, and the theory of presidential 

threshold. 

The findings indicate that the annulment of the presidential threshold through 

Constitutional Court Decision Number 62/PUU-XXII/2024 reflects a normative 

adjustment to bring statutory provisions into alignment with the fundamental 

principles of the Constitution. Prior to the decision, Article 222 of Law Number 7 of 

2017 restricted the constitutional rights of political parties by imposing threshold 

requirements, resulting in a conflict with Article 6A paragraph (2) of the 1945 

Constitution. The provision was also inconsistent with the principle of equality in 

electoral law, as it limited nomination access to major parties or specific coalitions, 

thereby excluding other parties from exercising their constitutional rights. 

Following the implementation of the Court’s decision, the legal framework for 

presidential nomination underwent a significant transformation toward a more open 

and equitable structure in normative terms. The absence of a presidential threshold 

guarantees equal and non-discriminatory access for all political parties participating 

in elections, reinforces legal certainty, and ensures harmony between statutory law 

and constitutional norms. This change affirms the strengthening of democratic 

principles based on openness and equality in the nomination system and provides a 

normative foundation for future electoral practices that are more consistent with the 

rule of law and the sovereignty of the people. 

Keywords: Presidential threshold, General Elections, Presidential System. 
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